
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir d ngan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Unctr.ng-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6858); 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-8 u (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 N mor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 4210); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 

b. 

a. bahwa untuk melaks ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan rangka penyeragaman 
naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu 
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Baubau; 
bahwa Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Baubau j sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan organisasi, eraturan perundang-undangan 
dan perkembangan din penyelenggaraan pemerintahan 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertim angan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf , perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup 
Pemerintah Kota Baubau; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA 
WALi KOTA BAUBA 

PERATURAN WAL! KOTA 

NOMOR: 69 TAHUN 

TENT ANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

LINGKUP PEMERINTAH KOT BAUBAU 

WALi KOTA DAUB U 
PROVINSISULAWESITE GGARA 

Mengingat 

Menimbang 



Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMU 

Dalam Peraturan W ali Kota ini yang dimaksud den an: 
1. Daerah a!dalah Daerah Kota Baubau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau; 

I 

3. Wali Kota adalah Wall Kota Baubau; 
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baub u; 

Menetapkan . : PERATURAN WALi KOTA TEN ANG PEDOMAN TATA NASKAH 
DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU. 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Pemerintah No or 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undan Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 53, Tambaht Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); 
Peraturan Presiden Nomor · 5 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

I 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
Peraturan Menteri Dalam tegeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun ~015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peratu1an Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang P~fubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 T~un 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Bef. 'ta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 
Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 83 Tahun 2022 
tentang Kode Klasifikasi Ar ip Di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri Dan Pemetintah Daerah (Berita Negara 

~ I 

Republik Indonesia Tahun 2123 Nomor 144); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Tata Naskah Din s di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Retublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 969); 
Peraturan Arsip Nasional Re ublik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Betita 
Negara Republik Indonesia '1ahun 2021 Nomor 758); 
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan danjusunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah ota Baubau Tahun 2016 Nomor 
5); sebagaimana telah diub dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan ~usunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 
Nomor 2). 

11. 

2 

' 10. 

9. 

' \ 

8. 

7. 

6. 

5. 



23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal, 
peristiwa atau tentang seseorang untuk kepen ingan kedinasan; 
Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang, berisi 
undangan kepada pejabat/pegawai yang terse ut pada alamat; 
Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seseorang pejabat dalam 
menyampaikan informasi kedinasan kepada pirak lain yang bersangkutan; 
Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang bepsi kesepakatan bersama antara 
dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 
hukum yang telah disepakati bersama; 
Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari p jabat yang berwenang kepada 
bawahan berisi pemberian wewenang dengan tas namanya untuk melakukan 
suatu tindakan dalam rangka kedinasan; 
Surat Pengantar adalah Naskah Din s yang digunakan untuk 
mengantar/menyampaikan barang atau nask 
Nota Dinas adalah Naskah Dinas yang bersifat internal, berisi komunikasi 
kedinas84 antar pejabat atau dari atasan kepf ada bawahan dan dari bawahan 
kepada atasan; 
Disposisi ~dalah petunjuk tertulis mengenai ti dak lanjut/tanggapan terhadap 
surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar isposisi, tidak pada suratnya; 
Telaahan I Staf adalah uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang 
memuat 

1analisis singkat dan jelas men~~ai suatu persoalan dengan 
memberikan jalan keluar / pemecahan yang dis1 ankan; 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

7. 

g jenis, susunan dan bentuk, 
ganan, dan pengendalian yang 

I 

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tent 
pembuatan, pengamanan, pejabat penandat 
digunakan dalam komunikasi kedinasan; 

I 

Tata Naskah Dinas Umum adalah Tata Nask 
semua perangkat daerah/unit kerja; 
Naskah Dinas adalah informasi tertulis seba ai alat komunikasi kedinasan 
yang dibuat dan/ a tau dikeluarkan oleh pejabal yang berwenang di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
Naskah Dinas yang diselenggarakan secara e ektronik adalah informasi yang 
direkam dalam media elektronik sebagai al t komunikasi kedinasan, yang 
dibuat dan/atau diterima oleh pejabatj'pimpinan yang berwenang di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristi a dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, emerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara; 
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan ,ecara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu; 
Format adalah Naskah Dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional 
serta penggunaan lambang/logo dan stempel d;nas; 
Surat perintah/ surat tugas adalah Naskah inas yang dibuat oleh pejabat 
yang berwenang kepada bawahan atau peja at lain yang diperintah/diberi 
tugas, yang memuat apa yang harus dilakuka:1'V 
Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disi gkat SPD adalah Naskah Dinas 
dari pejabat yang berwenang kepada bawah atau pejabat tertentu untuk 
rnelaksanakan perjalanan dinas; 

I 

8. 

Dinas yang dapat berlaku di 

6. 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil ketua PRD Kota Baubau; 

3 



Pasal 2 huruf a terdiri atas: Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dal 
1. Naskah Dinas Pengaturan, meliputi: 

a. Peraturan Daerah; 

Pasal 3 

Jenis naskah dinas terdiri atas: 
a. Naskah Dinas Arahan; 
b. Naskah Dinas Korespondensi;dan 
c. Naskah Dinas Khusus. 

Pasal 2 

BAB II 
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK ASKAH DINAS 

38. 

36. 
37. 

35. 

34. 

4 

24. Pengumurnan adalah Naskah Dinas dari p jabat yang berwenang, berisi 
pemberitahuan yang bersifat umum; 

25. Laporan adalah Naskah Dinas yang meiuat pemberitahuan tentang 
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian; 

26. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari p jabat yang berwenang, berisi 
keterangan atau catatan tentang sesuatu _h yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan kedinasan; 

27. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang be isi tentang pernyataan bahwa 
memang telah terjadi suatu proses pelaksana kegiatan pada waktu tertentu 
yang harus ditandatangani oleh para pihak d~ para saksi; 

28. Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat ca atan proses sidang atau rapat; 
29. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yan berwenang, berisi penghargaan 

atas prestasi atau keteladanan yang telah dica~ai; 
30. Sertifikat adalah Naskah Dinas yang merup~an tanda bukti seseorang telah 

mengikuti kegiatan tertentu; 
31. Pengantar Dokumen adalah Naskah Di as yang digunakan untuk 

mengantar / menyampaikan rancangan naskah inas kepada Kepala Daerah; 
32. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dalah hak dan kewajiban yang 

ada pada pejabat untuk menandatangani Nas ah Dinas sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab kedinasan pada jabatanny 

33. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang m nunjukkan jabatan atau nama 
perangkat, daerah/unit kerja di lingkungan Pe erintah Kota Baubau tertentu 
yang diternpatkan di bagian atas kertas; 
Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukkan 
jabatan atau nama perangkat daerah/unit ~erja di lingkungan Pemerintah 
Kota Baub.au tertentu yang ditempatkan di = atas sampul surat; 
Lambang Negara adalah simbol negara berup gambar burung garuda sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 
Logo adal~ gambar/huruf sebagai identitas P9merintah Kota Baubau; 
Kertas Permanen adalah kertas yang bebas F1sam (acid free) atau memiliki 
tingkat keasaman rendah, merniliki keawe, dan daya tahan tinggi dalam 
jangka waktu lama; 
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tan an yang terdiri atas informasi 
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, a u terkait dengan informasi 
elektronik lainnya yang digunakan sebagai ala verifikasi dan autentikasi. 



Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dal Pasal 2 huruf c terdiri atas: 
a. Instruksi berisi perintah/arahan Kepala Da rah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. Surat edaran berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara 

melaksankkan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak; 
c. Surat kulsa berisi pemberian kuasa kepada Jihak lain dengan atas namanya 

untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai 
peraturan' perundang- undangan; ~ 

d. Berita ac~a be.risi pernyata~ pelaksan~an egiatan pada waktu dan tempat 
tertentu yang ditandatangani oleh para pihak; 

I 

Pasal 6 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupak bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 5 

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri 
atas: i J 

1. Naskah Dinas Korespondensi Internal, terdiri at:as: 
a. Nata Dinas, merupakan sarana komunikJsi kedinasan antar pejabat atau 

dari atasan kepada bawahan atau aafi bawahan kepada atasan di 
lingkungan internal Perangkat Daerah; I 

b. Memo, berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu 
masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat 
oleh atasan kepada bawahannya; dan I 

c. Disposisi, merupakan petunjuk tertuliJ singkat dari atasan kepada 
bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas 
masuk. 

'"·., 2. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal disusu, dalam bentuk Surat Dinas. 

Pasal 4 

3. 

b. Peraturan Kepala Daerah;dan 
c. Peraturan DPRD. 

I 

Naskah Ditias Penetapan (Keputusan), meliputi: 
a. Keputusan Kepala Daerah; 

I 

b. Keputusan DPRD; 
c. Keputusan Pimpinan DPRD; 
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; 
e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan 
f. Keputusan lain sesuai pelimpahan kewenangannya. 
Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Sur~lt Tugas), meliputi: 
a. Surat Perintah, berisi perintah dari a asan kepada bawahan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu di luar t gas dan fungsi; 
b. Surat Togas, berisi tugas dari ataJan kepada bawahan untuk 

melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
dan 

c. SPD, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat 
komitmen dalam rangka pelaksanaan pcirjalanan dinas pejabat negara, 
Aparatur Sipil Negara, pegawai tidak tetapi dan pihak lain. 

2. 

5 



sud dalam Pasal 6 dari huruf a 
yang merupakan bagian tidak 

Format Naskafu Dinas Khusus sebagaimana dim 
sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampir 
terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 7 

v. 

u. 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. 

0. 

n. 

m. 

1. 

J. 
k. 

i. 

h. 

g. 

f. 

e. 

6 

Surat keterangan berisi penjelasan subjek an objek untuk kepentingan 
kedinasany tertentu; 
Surat pengantar berisi informasi yang digunak n untuk menyampaikan barang 
atau naskah; 
Pengumuman berisi pemberitahuan yang be sifat umum dari pejabat yang 
berwenang; 
Laporan berisi pemberitahuan tentang pelak anaan kegiatan atau kejadian 
tertentu; 
Telaahan staf berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara 
sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari 
bawahan kepada atasan; 
Notula merupakan catatan yang berisi proses s dang atau rapat; 
Surat undangan berisi undangan kepada p~abat/pegawai baik di lingkup 
internal Pemerintah Daerah, maupun pihak ekfternal yang tertera pada alamat 
tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasr; 
Surat pernyataan melaksanakan tugas beri~j pernyataan dari pejabat yang 
berwenang bahwa seorang pegawai telah mela,sanakan tugas; 
Surat panggilan berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada 
pegawai untuk menghadap; 
Surat izin berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan 
oleh pejabat berwenang sesuai dengan ke entuan peraturan perundang 
undangan; 
Lembaran daerah berisi penerbitan res~i Pemerintah Daerah untuk 
mengundangkan Perda; 
Betita daerah berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk 
mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD1; 

Rekomendasi merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari 
pejabat yang berwenang tentang sesuatu h yang untuk dapat dijadikan 
bahan pertimbangan kedinasan; 
Radiogram merupakan pesan tertulis resmi y g dikirim melalui radio naskah 
dinas dari pejabat yang berwenang berisi info masi hal tertentu yang dikirim 
melalui telekomunikasi elektronik; 
Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan erupakan naskah dinas sebagai 
tanda bukti berisi keterangan seseorang telah ulus/mengikuti pendidikan dan 
pelatihan terten tu; 
Sertifikat merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti 
seseorang telah mengikuti program/kegiatan ertentu, antara lain: penataran, 
kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop seminar, dan yang sejenis; 
Piagam merupakan naskah dinas berisi keter~ngan penghargaan atas prestasi 
yang telah dicapai atau keteladanan yang tel diwujudkan oleh perorangan 
atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang dan 
Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas y g berisi kesepakatan bersama 
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 
perbuatan hukum yang telah disepakati bers a. 



Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: 
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah, digunakan untuk Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, danfclapat digunakan oleh penjabat, 
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pel sana harian Kepala Daerah; 

b. kop Naskk Dinas Perangkat Daerah, digun an untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh pejabat berwenang selain epala Daerah. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Kop 

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi unsur: 
a. kop; I 
b. penomoran; I 
c. penggunaan ~ertas; .1 

d. penggunaan tinta; 
e. jarak spas1.·, jenis, dan ukuran huruf, serta kati penyambung; 
f. penentuan batas atau ruang tepi; 
g. nomor halaman; 
h. tembusan; 
i. lampiran; 

, J. paraf, tanda tangan, dan stempel; 
k. amplop dan map;dan 
1. Naskah Dinas bahasa asing. 

Pasal 10 

Pasal 9 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: II 

1. Media rekam kertas. 
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud 
dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanratangan basah. 

2. Media rekam elektronik. I 
-, Pembuatan Naskah Dinas dengan media jekam elektronik sebagaimana 

dimaksud menggunakan: 
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamisJtau 
b. aplikasi pengolah kata a tau data. 

Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
v diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundl g-undangan. 

Bi\]3 III l 
PEMBUATAN NASKAH D(AS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

7 



(2) 

I 

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang 
digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas 
Penetap~ sesuai dengan ketentuan peraturanj perundang-undangan. 
Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas Penugasan, Naskah 
Dinas Korespondensi, dan Naskah Dinas K!husus merupakan kertas jenis 
Houtvirj Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 
(tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada produld hukum, lembaran daerah dan 
berita dJerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. I 

I 

( 1) 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Penggunaan Kerta 

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
Penomoran 

(3) 

Kop Naskah Dinas Jabatan dengan ketentuan: 
a. Lambang negara berwama kuning emas kuran 2,5 (dua koma Ii.ma) cm 

simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf ukuran 12 
(dua belas), dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk Naskah Dinas 
Pengaturan dan Penetapan; ~ 

b. Lam bang negara berwama kuning emas kuran 2,5 ( dua koma lima) cm 
simetris di bawahnya bertuliskan Kep a Daerah atau Wakil Kepala 
Daerah, dengan huruf ukuran 12 (dua belas], dan ditempatkan dibagian 
tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan nama 
provinsi, nomor telepon, nomor faksimilri, laman, pos-el, dan kode pos 
dengan menggunakan huruf arial beruku1an 10 (sepuluh) ditempatkan di 
bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas 
Pengaturan dan Penetapan; I 

c. Dalam hal Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 
nama Kepala Daerah, menggunakan Ko~Naskah Dinas yang memuat 
Lambang Negara berwama kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah 
Kota Baubau yang ditempatkan pada bagi tengah atas secara simetris. 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dengan k}tentuan: 
a. Lambang daerah Kota Baubau dengiwama dasar kuning sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undang ; 
b. Huruf pada kop Naskah Dinas, tulis Pemerintah Kota Baubau 

berukuran 14 (empat belas) dan tuli~an nama Perangkat Daerah 
berukuran 16 (enam belas) menggunak~jhuruf Arial; 

c. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebiran (bold). 
Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, 
Sekretaris' Daerah atas nama Kepala Daerali dan Naskah Dinas perangkat 
daerah tercantum dalam Lampiran yang me lpakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan W ali Kota ini. 

( 1) 

Pasal 12 
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(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 
Pasal 17 

(2) 

(1) 

( 1) 

Bagian Kelima 
Penggunaan Tinta 

Jenis huruf pada Naskah Dinas Pengatur~ dan Naskah Dinas Penetapan 
yaitu bookmari old style dengan ukuran 12 (duf belas). 
Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas f respondensi dan Naskah Dinas 
Khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (dua bel s). 

Pasal 18 

Kat~ penyambung merupakan kata yang digurl akan sebagai tanda bahwa teks 
masih berlanjut pada halaman berikutnya. 
Kata penyambung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditulis pada: 
a. Akhir setiap halaman; 
b. Baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan 
c. Katayang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. 
Kata periyambung pada Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas 
Penetapan disesuaikan dengan ketentuan per turan perundang-undangan. 
Dalam p~mbuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak 

I mencantumkan kata penyambung. 

Pasal 15 { 

Warna tinta yang digunakan dalam penyusu · an Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah seba · ai berikut: 
a. Tinta yang digunakan untuk pengetikan b~rwarna hitam; 
b. Tinta' yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru 

tua; I 

c. Tinta stempel yang digunakan untuk NasYah Dinas, berwarna ungu; dan 

d. Tinta stempel yang digunakan untuk II askah Dinas bersifat rahasia, 
berwarna merah. 

Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Di as merupakan tinta yang tidak 
larut oleh air/tidak luntur atau pigment durab 

1.te. 
Bagian Keenam I 

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Pasal 16 I 

Jarak spasi pada Naskah Dinas Pengatur~dan Naskah Dinas Penetapan 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan peru dang-undangan. 
Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Nask Dinas Pengaturan dan Naskah 
Dinas Penetapan harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 

' (2) 

(3) Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digu akan dalam pembuatan Naskah 
Dinas Khusus disesuaikan kebutuhan den an memperhatikan ketahanan 
kertas. 
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(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Tembusan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 huruf h disampaikan 
kepada pihak yang bersangkutan dan pihak tang dianggap perlu mengetahui 
isi surat tersebut. 
Tembusan yang naskah dinasnya ditan atangani oleh pejabat yang 
mengatasnamakan, disampaikan kepada peja at yang diatasnamakan. 
Tembusan yang naskah dinasnya ditandatan ani oleh jabatan pimpinan tinggi 
atas nama Kepala Daerah, disarnpaikan kepad a Kepala Daerah dan Sekretaris 
Daerah. , 
Tembusan yang naskah dinasnya ditandatan ani oleh jabatan pimpinan tinggi 
atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, 
sertifikat; dan piagam tidak memerlukan temb san. 
Tembus~ sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berada pada posisi bagian kiri 
bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tand baca titik dua (:), tidak diberi 
garis bawah, serta tidak perlu menambahkan ata sebagai laporan, arsip, atau 
istilah sejenis. 

(1) 

Pasal 21 

Bagi.an Kesem bil 
Tembusan 

(1) Nomor halarnan sebagaimana dimaksud dal Pasal 10 huruf g pada Naskah 
Dinas menggunakan angka arab /biasa. 

(2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pad Ayat (1) dalam Naskah Dinas 
Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus d tempatkan pada bagian tengah 
atas secara simetris. 

Pasal 20 

Bagian Kedelapan 
Nomor Halarnan 

(2) 

Pasal 19 

Penentuan batas atau ruang tepi sebagalmane dimaksud dalam Pasal 10 huruf 
f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan 
Naskah Dinas. I 
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimani dirnaksud pada ayat (1) untuk 
Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus diatur dengan 
ketentuari sebagai berikut: 
a. Ruang tepi atas: 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah 
kop;dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, p ing sedikit 2 (dua) cm dari tepi 
atas kertas. 

b. Ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (du koma lima) cm dari tepi bawah 
kertas; 

c. Ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm d ri tepi kiri kertas; dan 
d. Ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) c I dari tepi kanan kertas. 

(1) 

Bagian Ketujuh 
Penentuan Batas atau Ru g Tepi 
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(3) 

(2) 

(1) 
Pasal 25 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Pasal 24 

Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dal Pasal 24 ayat (2} huruf a 
merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jdbatan yang dibubuhkan dalam 
bentuk matriks. I 
Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat 
Daerah atau Kepala Unit Kerja/Satuan O{ganisasi harus diparaf terlebih 
dahulu oleh maksimal empat orang pejabat secara berjenjang. 
Paraf hi~rarki pada Naskah Dinas Penuga~, Naskah Dinas Korespondensi, 
dan Naskah Dinas Khusus ditempatkan! pada lembar terakhir yang 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 erupakan tanda tangan singkat 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, 
dan pengetikan. I 
Paraf sebfgaimana dimaksud pada ayat (1) terltliri atas: 
a. paraf hierarki;dan 
b. paraf koordinasi. 
Naskah -Dinas yang konsepnya dibuat leh pejabat dibawah pejabat 
penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebeIJ.m ditandatangani. 
Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh peJabat yang akan menandatangani 
Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 
Fitur paraf dalam media rekam elektronik, bJrbentuk catatan riwayat Naskah 
Dinas dalam basis data sebelum dilakuk]I penandatanganan oleh pejabat 
yang berwenang. 
Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas pen gasan berupa surat perjalanan 
dinas dibubuhkan pada lembar pertama. 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana di aksud dalam Pasal 10 huruf j 
merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas. 

Pasal 23 

Bagian Kesebelas 
Paraf, Tanda Tangan, dan tempel 

(2) 

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pas 10 huruf i ditandatangani oleh 
pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas. 
Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki lebih dari satu halaman, hal an berikutnya diberi nomor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( } . 

Pasal 22 

Bagian Kesepuluh 
Lampiran 
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Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah inas berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

1 

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai d am susunan dan bentuk kode 
quick response yang disertai nama pejabat pe andatangan dan nama jabatan; 

Pasal 30 

(1) Penulisari nama pejabat yang menandatanga i Naskah Dinas Pengaturan dan 
Naskah Dinas Penetapan tidak menggunakan elar. 

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatan ani Naskah Dinas Penugasan, 
Naskah Dinas Korespondensi, dan Naskah Di as Khusus menggunakan gelar, 
kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda t at pendidikan dan pelatihan. 

{3) Penulisan nama penandatangan untuk peja at selain Kepala Daerah, Wakil 
Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah me ggunakan gelar, nomor induk 
pegawai dan pangkat/golongan. 

(4) Penulisan nama penandatangan untuk enjabat, penjabat sementara, 
pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kep la Daerah tidak menggunakan 
gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/ gol ngan. 

(5) Penulisan nama penandatangan untuk p njabat dan pelaksana harian 
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gel , nomor induk pegawai, dan 
pangkat/ golongan. 

Pasal 29 

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Nask h Dinas dengan media rekam 
kertas. 

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Na kah Dinas dengan media rekam 
elektronik. 

Pasal 28 

"-..,..,• 

(2) 

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dina sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 berfungsi sebagai alat autentika1i dan verifikasi atas identitas 
penandatangan serta keautentikan, keterperc aan, dan keutuhan informasi. 
Tanda tangan sebagairnana dimaksud pada ay t (1) terdiri atas: 
a. Tanda Tangan Basah; atau 
b. Tanda Tangan Elektronik. 

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dim sud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

( 1) 

Pasal 27 

(3) 

(2) 

Pasal 26 

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud d am Pasal 24 ayat (2) huruf b 
merupakan paraf pejabat sesuai substansi tJ:gasnya atau pejabat lain yang 
terlibat pada masing- masing unit kerja yang berbentuk matriks; 
Naskah Dinas yang materinya sating berkaijn antar unit kerja, diparaf oleh 
unit pengolah dan unit lain yang terkait sebe um ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang pada lembar terakhir. 
Paraf koordinasi pada Naskah Dinas Penugas , Naskah Dinas Korespondensi, 
dan Naskah Dinas Khusus ditempatkan pada lembar terakhir yang 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, 

(1) 
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b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah s empel Perangkat Daerah adalah 
3,8 (tiga koma delapan) cm; dan 

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam s mpel Perangkat Daerah adalah 
2,7 (dua koma tujuh) cm. 

Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/ aiu badan layanan umum daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be entuk lingkaran berisi nama 
Pemerintah Kota Baubau, nama Perangkat D erah dan nama unit pelaksana 
teknis dinas dan/atau badan layanan umu daerah yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas ~da bintang, dengan ketentuan: 
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar sten}pel unit pelaksana teknis dinas 

dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 (empat) cm; 
b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah r[ tempel unit pelaksana teknis 

dina~ dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 (tiga koma 
I delapan) cm; dan 
I 

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam ste pel unit pelaksana teknis dinas 
dan/atau badan layanan umum daerah a alah 2,7 (dua koma tujuh) cm. 

(4) 

c. 

b. 
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 (empat) cm; 

Ukuran garis tengah lingkaran tengah Jtempel jabatan adalah 3,8 (tiga 
koma delapan) cm; dan 
Ukuran garis tengah lingkaran dalam s empel jabatan adalah 2,7 (dua 
koma tujuh) cm. 

(3) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dim sud pada ayat (1) berbentuk 
lingkaran berisi nama Pemerintah Kota Baub u, nama Perangkat Daerah yang 
bersangkutan dan menggunakan logo Kota aubau dengan pembatas tanda 
bintang, dengan ketentuan: 
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar ste pel Perangkat Daerah adalah 4 

(empat) cm; 

a dimaksud pada ayat (1) 
a Pemerintah Kota Baubau, dan 
batas tanda bintang, dengan 

Stempel jabatan Kepala Daerah sebagai 
berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, n 
menggunakan lambang negara dengan pe 
ketentuan: 

(2) 

{l) Stempel terdiri atas Stempel jabatan Kep a Daerah, Stempel Perangkat 
Daerah, Stempel unit pelaksana teknis daerah dan/ atau badan layanan umum 
daerah dan Stempel pengamanan Naskah Din 

Pasal 32 

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas deng media rekam kertas. 
(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) tidak digunakan pada Naskah 

Dinas derigan media rekam elektronik. 

Pasal 31 

d. 

c. 

I. N askah Dmas dengan Tanda Tangan Elektro ik didistribusikan kepada pihak 
yang berHak tanpa harus dicetak; 
Pendistribusian sebagaimana dimaksud dal huruf b dapat melalui aplikasi 
umum bidang kearsipan dinamis, media darin atau media luring; dan 
Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi 
elektronik Indonesia. 

b. 
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I 
(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala D erah; dan 
b. Am.plop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digun untuk pendistribusian Naskah 
Dinas dengan media rekam kertas berbentuk ersegi panjang. 

Pasal 36 

Bagian Keduabela 
Amplop dan Map 

Contoh stempel tercantum dalam lampiran ang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 35 

Pengamanan Stempel sebagai berikut: 
I 

a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas d lingkungan Pemerintah Daerah 
menggunakan kode rahasia; 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardi asi kode pengamanan stempel 
diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 34 

Ketentuan Stempel sebagai beriku t: 
a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel ja atan adalah Kepala Daerah; 
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel erangkat Daerah adalah kepala 

Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, d kepala unit pelaksana teknis 
dinas. 

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jaw b penggunaan stempel jabatan 
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketata.usahaan pada Sekretariat 
Daerah dan Sekreta.riat Dewan. 

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel 
Perangkat Daerah dilakukan oleh uni yang membidangi urusan 
ketata.usahaan pada Sekreta.riat Organisasi Pe angkat Daerah; 

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyim an stempel ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Perangkat Daerah; 

f. Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pe gadaan stempel; 
g. Pengadaan stempel yang dilakukan oleh Per gkat Daerah secara mandiri agar 

memperhatikan kodefikasi stempel dan untuk melaksanakan fungsi 
pembinaan dan pengawasan, pengadaan s mpel Perangkat Daerah wajib 
dikoordinasikan pada Sekretariat Daerah. 

Pasal 33 

' 
I Stempel Pengamanan Naskah Dinas sebag mana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah 
kanan ata.s Am.plop Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat 
keamanan pada salinan harus dengan w~a yang sama dengan warna 
stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi 
panjang, berukuran panjang 5 (lima) cm, le ar 1 (satu) cm. Berisi tulisan 
"Sangat Rahasia" dan "Rahasia". 

(5) 
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(3) 

(2) 

Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana di aksud dalam Pasal 38 ayat (1) 
h uruf a terdiri atas: 
a. Map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan 
b. Map 'Naskah Dinas kepala Perangkat Dae ah. 

' ' Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaim a dimaksud pada ayat (1) huruf 
a memuat lambang negara berwarna kuning mas dan tulisan Kepala Daerah 
rnenggunakan huruf Arial dengan ukuran dis suaikan dan ditempatkan pada 
bagian tengah atas secara simetris. l 
Bentuk dan susunan map Naskah Dina Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map · askah Dinas kepala Perangkat 
Daerah Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 
lampiran lyang merupakan bagian tidak terpi ahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. I 

I 

( 1) 

Pasal 39 

linas dapat disesuaikan dengan (2) 

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 h 
a. Map Naskah Dinas jabatan;dan 
b. Map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

I 
Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah 
kebutuhab Perangkat Daerah. 

I 

(I) ruf k terdiri atas: 

Pasal 38 

(3) 

(2) 

Pada amplop Naskah Dinas harus dicantum an alamat pengirim dan alamat 
tujuan. i j 

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. Lam.bang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang 

dilengk. api dengan nama Kota Baubau, f omor telepon, faksimile, pos-el, 
laman, dan kode pos di bagian tengah a as untuk amplop Naskah Dinas 
jabatan Kepala Daerah. 

b. Logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat 
Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama Kota 
Baubau, nomor telepon, faksimile, pos-el] laman, dan kode pos di bagian 
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat tiaerah, tulisan nama Pemerintah 
Kota Baubau berukuran 14 (empat belas) danl tulisan nama Perangkat Daerah 
berukuran 16 (enam belas) dengan menggunakan huruf Arial. 

(1) 

(5) 

(4) 

15 

Ukuran lplop yang digunakan untuk pendi tribusian Naskah Dinas dengan 
I 

media rekam kertas dapat disesuaikan de gan kebutuhan sesuai dengan 
kepentingan Pemerintah Daerah. 
Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana , imaksud pada ayat (1) huruf a 
menggunakan kertas warna putih. I 

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah seba aimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b menggunakan kertas warna coklat. 

I 
! Pasal 37 

(3) 



sifi.kasi sangat rahasia, rahasia, 
g berwena.ng. 

sifikasi biasa/ terbuka diberikan 

Pasal 46 

(2) 

(1) 

Pasal 45 

(2) 

Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berkl 
dan terbatas hanya diberikan kepada pihak y 
Hak a.kses terhadap Naskah Dinas yang berkl 
kepada piha.k terkait. 

(1) 

Pasal 44 

' 
N aska.h Dinas, denga.n media rekam elektronik ya g memiliki klasifikasi keama.nan 
sangat rahasia, ra.hasia, dan terbata.s dapat men! nakan sandi tertentu sesuai 
dengan perkembangan teknologi. 

Naska.h Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode dera.ja.t penga.manan 
pa.da. amplop dengan posisi pada sebelah kiri 1tas Naskah Dinas. 
Da.lam hal Na.skah Dinas yang memiliki klas ikasi kea.manan sa.ngat rahasia 
dan rahasia, mengguna.ka.n amplop rangkap d 

Dalam ra.ngka! pengamana.n Na.ska.h Dina.s pada. edia rekam elektronik, aplikasi 
umum bidang lkearsipan dinamis memuat fitur pen amanan Naska.h Dinas. 

I Pasal 43 
I 

(1) Kategori klasifikasi keamanan untuk Naska.h inas terdiri atas: 
a. Sangat raha.sia.; 
b. Rahasia; 
c. Terbatas; dan 
d. Biasa/ terbuka. 

(2) Penentuah tingka.t klasifikasi keamanan seba a.imana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikb dengan kepentingan dan substan i Naska.h Dinas. 

I 
! 

Pasal 42 

~ .. _ -- ,/ 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat: 
a. Penentuan kategori klasifika.si keamanan dan ses Naskah Dinas; 
b. Perlakuan terhadap Na.skah Dina.s berda.sa kan klasifika.si keamanan dan 

akses yang meliputi: 
1) pemberian kode derajat klasifikasi keamaran dan akses; dan 
2) pemberia.n nomor seri penga.man a.tau se ri:ty printing. 

DINAS 

Pasal 41 

BAB IV 
PENGAMANAN NAS 

{l) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahas asing dengan mengacu pada 
format Naskah Dinas sebagaimana diatur dal Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 

Pasal 40 

Bagian Ketigabela 
Naskah Dinas Bahasa smg 
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Penyerahan/pelirnpahan wewenang penanda ganan Naskah Dinas dalam 
susunan surat oleh atasan kepada pejabat di awahnya dilaksanakan sebagai 
berikut: I 
1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh elimpahan kewenangan dan 

penandatanganan Naskah Dinas tentang re , cana strategis dan operasional, 
termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan ole satuan kerja di instansi masing 
masing; i 

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas seba ai berikut: 
I 
I 

a. Kewenangan untuk menandatangani Nask Dinas an tar /keluar instansi 
Pernerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada 
Kepala Daerah; 

b. Kewenangan untuk menandatangani Nas Dinas yang tidak bersifat 
kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada 
Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan ti ggi rnadya di Perangkat Daerah 
atau pejabat lain yang diberi kewenangan. 

! Pasal 51 

Pasal 50 

(2) 

( 1) 

Pasal 49 

Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas rnerupakan hak, kewajiban, dan 
tanggung' jawab yang ada pada seorang ejabat untuk menandatangani 
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 
Kewenangan penandatanganan Naskah Din~s oleh Kepala Daerah berlaku 
mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat s mentara, pelaksana tugas, dan 
pelaksana harian sesuai dengan ketentuan pe aturan perundang-undangan. 

I 

BABV 
PEJABAT PENANDATANGAN N SKAH DINAS 

(2) 

( 1) 

Pasal 48 

Pemberian nomor seri pengaman pada Nas ah Dinas atau security printing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 1uruf b memiliki· tujuan untuk 
menjamin keautentikan dan keterpercayaan i formasi pada Naskah Dinas. 
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri engaman atau security printing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 d atur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses dibelrikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: ; 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan ko e 'SR' dengan menggunakan 

tinta warna merah; 
b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode gan menggunakan tinta wama 

I merah; , 
c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' de gan menggunakan tinta hitam; 

dan · I 
d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam. 

Pasal 47 

17 



l 

( 1) Pejabat . Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan 
penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) 

Atas nama, yang disingkat a.n., dipe~gunakan jika yang berwenang 
menandatangani surat/ dokumen mel~mpahkan kepada pejabat di 
bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: 
1) Pelimpahan wewenang tersebut dalain bentuk tertulis, khusus untuk 

Naskah Dinas yang berupa kebijak~I , kecuali naskah yang sifatnya 
administrasi; . 

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan 
tanggung jawab pejabat yang melimpEkan; 

3) Tanggung jawab sebagai akibat p nandatanganan Naskah Dinas 
berada pada pejabat yang diatasnam kan. 

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.) I 
Untuk beliau, yang disingkat u.b., di~nakan jika yang diberi kuasa 
memberi kuasa lagi kepada pejabat sa~u tingkat di bawahnya. Untuk 
beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan 
kewenangan penandatanganan Naskahl Dinas dengan bentuk untuk 
beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat tlua tingkat eselon di bawahnya. 
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lftin sebagai berikut: 
1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya; I 
2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya; 
3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat 

pengganti;dan 
4) Tanggungjawab berada pada pejaba yang telah diberi kuasa. 

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 
1) Plt. Kepala Daerah; 
2) Plt, Jabatan Struktural, memiliki kewenangan penandatanganan 

Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab 
atas Naskah Dinas yang ditanda tan~ani olehnya. 

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.) I 
1) Pih. Kepala Daerah; 

1, 

2) Plh, Jabatan Struktural, memiliki kewenangan penandatanganan 
Naskah Dinas sesuai dengan tu~8rs yang diberikan oleh pejabat 
tlefinitif, bersifat rutinitas dan tidaKJ berupa kebijakan yang bersifat 
strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada 
aspek organisasi, kepegawaian, dan Afokasi anggaran. 

e. Pen~naan Penjabat (Pj.); 
f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.). 

Pasal 52 , 

Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan INaskah Dinas tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

J Pasal 53 I 

2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Per gkat Daerah dapat memperoleh 
penyerahan Zpelimpahan wewenang dan pen datanganan Naskah Dinas yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fun si sesuai dengan bidang masing 
masing. 

18 



Pasal 57 

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, m a Peraturan Wali Kota Baubau 
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Natah Dinas Instansi Pemerintah 
Lingkup Pemerintah Kola Baubau, dicabut dan dinyr takan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUT 

(2) 

(3) 

(1) 
Pasal 56 

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaim a dimaksud dalam Pasal 54 
huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai ~erikut: 
a. Naskah Dinas keluar yang telah di datangani oleh pejabat yang 

berwenang diberi nomor, tanggal, dan ste pel oleh unit tata usaha pada 
masing-masing unit kerja; dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai di. roses diarsipkan pada unit tata 
usaha dan unit pengelola. 

Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas inst si pemerintah atau pihak luar 
dilakukan satu pin tu melalui Sekretariat Daer 
Untuk mempercepat penyampaian tujuan su at, dapat menambahkan tanda 
untuk perhatian yang disingkat u.p. iikuti nama jabatan yang 
menindaklanjuti dibawah namajabatan yang d tuju. 

Bagian Ketiga 
Pengendalian Naskah Dina Keluar 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana di aksud dalam Pasal 54 huruf a 
dilaksanakan rnelalui tahapan sebagai berikut: 
a. Unit penerima menindaklanjuti Naskah Din s yang diterima dengan cara 

mengagendakan, mengklasifikasikan dengan sifat surat, dan 
mendistribusikan ke unit pengelola; 

b. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai deng klasifikasi Naskah Dinas dan 
arahan pimpinan; dan 

c. Unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas 

Pasal 55 

Bagian Kedua 
Pengendalian Naskah Dina Masuk 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan: 
a. Pengendalian Naskah Dinas masuk;dan 
b. Pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Pasal 54 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VI 
PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang me pakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wall Kota ini. 

(2) 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR ~9. . 

1. 
2. -- 3. 

~ 
4. 

AR 5.· 
t....... __ - - 

LA odE AHMAD MONIANSE 

2023 
Diundangkan di Baubau 
Pada tanggal, \O :!UL. t 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA BAUBAU, 

2023 
Diteta,rkan di Baubau 
pada ~anggal, to 1w_, 
WALi koTA BAUBAU, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita DaerAh Kota Baubau. 

Peraturan Wal~ Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 58 
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Wali Kota Baubau, 

Baubau, Tanggal . 

1 ; 
2 ; 
3 ; 
4. dan seterusnya. 

Untuk 

.,. . 
' 

1 ; 
2 ; 
3 ; 
4. dan seterusnya. 

Kepada 

Memberi Perintah 

1 ; 
2 ; 

Dasar 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 

Menimbang 

SURAT PERIN1"AH 
NOMOR . 

PROVINS! SULAWESI 'fENGGARA 
WALI KOTA BAl BAU 

Nama 

( ' 
_ _) 

Susurian dan Bentuk Naskah Dinas 
A. Naskah Dinas Penugasan 

1. Surat Perintah 

I. 

SUSU~AN DAN BENTUK NASKAH DIN AS, l ~OP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, 
PARAF, KEWENANGAN PENANDATAN,O·ANAN DAN PELIMPAHAN 

' ' KEWENANGAN NASKI\H DINAS 

LAMPI I 
PERAT~ WALI KOTA BAUBAU 

I 
NOMOR ;'S TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LINGKUP PE MERINTAH KOTA BAUBAU 

20 



Nam.a 

Wall Kota Baubau, 

Baubau, Tanggal . 

1 . 
2 . 
3. ········································································ 
4 ················ 

Untuk 

. . . . . . . . . . . . . . .. ' . Jabatan 

2. Nam.a : . 
Pangkat/ gal : . 
NIP : . 

. . . . . . . . . . . . . •.• . Jabatan 

1. Nam.a : . 
Pangkat/ gol : . 
NIP . 

Kepada 

··········~~~~~~~:~)~;····································· 
Dasar 

PROVINS! SU!! TENGGARA 
WALi KOTA BtUBAU 

SURATTU@AS 
NOMOR .1. . 

21 

I 
2. Surat Togas 
I 

\. 

y 

I 



( ) 
NIP 

Pejabat Pembuat Kormtmen, 

*c 

I 
1 PajabatPembuatKornitmen 
2 Nama/NIP Pegawai yang I 

Melaksanakan perjalanan dinas 
3 Pangkat dan Golongan ~- 

lJ abatan/ Instansi b. 
[I'ingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 

4 Maksud Perjalanan Dinas 
5 ~at angkut yang dipergunakan 
6 Tempat berangkat a. 

[I'empat Tujuan b. 
7 Lamanya Perjalanan Dinas a. 

[I'anggal berangkat b. 
Tanggal harus kembali/tiba di tempat r» v. 
baru *) 

8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 
1. 
2. 
3. 

I f4. 
5. 

I 
9 Pembebanan Anggaran 

[nstansi a. 
~n b. 

10 Keterangan lain - lain 

oret yang tidak perlu 

Dikeluarkan di. .......... 
Tanggal ........ 

SURAT PERJALANAN DI AS (SPD) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ..................... 
. . . Lembar ke 

Kode No. 
Nomor 

KOP NASKAH D~NAS 
PERANGKAT DAERAH 

I 

3. 

I 

• 
Surat Perjalanan Dinas 

22 



( ) 
NIP 

Pejabat Pembuat Komitmen, 

T~~nerbitkan SPD, pegawaiyang mJlakukan perjalanan dinas, para pejabat 
ang: engesahkan tanggal berangkat/tiba, s~rta bendahara pengeluaran 
e ggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila 
e ar menderita ru · akibat kesalahan keialaian, dan keal aann a. 

Lain-Lain 

elahe'periksa, dengan keterangan bahwa 
erjal tersebut diatas benar dilakukan 
tas p rintahnya dan semata-mata untuk 
epen ingan jabatan dalam waktu yang 
esingkat-singkatnya. 

Be angkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

( .. .l ) 
NI 

Tiba 4i 
Padafanggal 
Kep 

( ) 
NI 

Berangkat dari 
Kel 
Pada Tanggal 
Kepala 

Be angkat dari 
Ke 
Pa a Tanggal 

.: ) 
NIP 

( ~ ) 
NIP, 

( ) 
NIP 

II. Tiba , . 
Pada ~anggal 
Kepala 

B5rangkat dari 

~la Tanggal 

:~t ) 
N 

B rangkat dari 
(T mpat Kedudukan) Ke 
P~ a Tanggal 
KlpAfa 
( ) Nlf 

( ) 
NIP 

I. 

23 
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Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nama Jabatan, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 

...................... " . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l ' . 
· · · · r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.... ·1 · . 

I 

Yth 
Dari 
Tembusan 
Tanggal 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

I 
NOTADI~AS 

KOP NASKAH D NAS 
PERANGKAT DAERAH 

I • 
B. N askah Dinas Korespondensi Internal 

1. Nota Dinas 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i 

..... 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

....................................... ' . 
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Nama 

Wali Kota Baubau, 

Baubau, Tanggal . 

1 ······························· .. ····················· 

I .••••.•••.•.•••.•.•...••••••••••.•••.••••••••••••••••• 

Yth. 

Hal 

MEMO 

a..14 
~ 

....................................................................................... 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
WALI KOTA BAlJBAU 

r ' 

2. Memo 

25 



Nama 

Nama Jabatan, 
(Paraf dan tanggal) 

Dengan hormat harap: 
D Tanggapan dan Saran 
D Proses lebih lanjut 
D Koordinasi/konfirmasikan 
D .. 

Catatan: 

Diteruskan kepada Sdr.: 
D . 
D 'T·················· .. ······· D .. · . 

Dan seterusnya . 

D Segera D Rahasia 

Sural dari · 
No. Surat Tgl. : 
Surat · 

Hal 

Diterirna Tgl · 
No. Agenda S fat: 

D Sangat skge~a 

LEMBAR D SPOSISI 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

3. Disposisi 

26 



Jalan Raya Palagimata Nomor .... , Lipu, Beto bari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 
Telepon (0402) 2821425 Fax. (0402) 282142·5, Laman www.baubaukota.go.id 

Nama 

Wali Kota Baubau, 

I, •• , .. .,,., . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ,. . 

............................................................................ -.:.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-r_·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.·.·.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. 

:: ::::::: :: :: : : :: : :: : :: : :: :: : : :: : : : : : : : :: : :: : : : : :: :: : :: r:::: :: :· . 
....... .1 . 

I 
.I •........................................ 

I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 1 . 

?th. Direktur Fasilitasi Kelembaga 
iDitjen Otonomi Daerah 
:di 
Jakarta 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

I 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

I 

WALI KOTAJAUBAU 

Tempat] Tanggal, Bulan dan Tahun 

datangani oleh Kepala Daerah Contoh Format Surat Dinas yang di j 

C. N askah Dinas Korespondensi Ekste 
Surat Dinas 

27 



. ·' . 

di 

Yth . 

Nam.a 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nam.a Jabatan . 

I Nomor 
Sifat 

I 

4mpiran 
Hal 

I 

. i.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. i . 

. i . 
I 

. j...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I 

I Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

Contoh Format Surat Dinas Perang ,at Daerah 

28 



Wali Kota Baubau, 

Ditetapkcl.Il di . 
pada tanggal .. 

Instruksi ini mulai berlaku pada t ggal ditetapkan 

... ,. .. '.................... . " . 

........................................................................ 

Nama 

dan seterusnya; 

Untuk 
KESATU 
KEDUA 
KETIGA 

1 . 
2 .. 
3 . 
4 . 

Kepada 

................................................................................................... 
Dalam rangka . 

dengan ini menginstruksikan: 

PROVINS! SULAWEJSI TENGGARA 
I 

WALi KOTA IAUBAU 

INSTRUKSI W ALI ~OTA BAUBAU 

I 
NOMOR. ···········t·················· 

I 

.............................. ~~~:1~······························ 
WALIKOTAB UBAU 

l 

D. Naskah Dinas Khusus 
1. Instruksi 
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Nama 

Wali Kota Baubau, 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal . 

I ....................................................................................... 

:: : ::::: :::: ::::::::: ' l' . 
I 

........................................................... . . 

SURATEDLN 
NOMOR ..... TA~UN ...... 

I 
I 

TENT ANG 

3. dan seterusnya 

PROVINS! SULAWE · I TENGGARA 
WAL! KOTA BIUBAU 

Yth. 1 .. 
2 . 

30 

2. Surat Edaran 



Narna 

materai 

Wall Kota Baubau, 

Baubau, Tanggal . 
Pemberi Kuasa, 

Narna 
Pangkat 
NIP 

Narna Jabatan, 

Penerima Kuasa, 

jabatan : . 
alamat , T . 

untuk 
1 

. 

~~:~-~~~:·:·~;~~~~-~~:~·~i~~i:~::·~~~==~··· . 
mes tin ya. 1 

I 

narna 

I 
Yang bertandatangan dibawah ini : J 

I ~arna 
1 

. 
jabatan : r . 

alarnat : r . 

I memberi kuasa kepada : 

SURAT] UASA 
Nomor . 

I w 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

WALi KOTA BAUBAU 

3. Surat Kuasa 

31 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Mengetahtli/ Mengesahkan 
I Nama Jabatan, 

I 

Nama 

Dibuat di . 
Pihak Pertama 
Wall Kota Baubau, 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Pihak Kedua 

Berita Acara ini dibuat dengan sfsungguhnya dalam rangkap 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

4. dan seterusnya. 

1. . yang selanjutnya 
disebut Pihak Pertama (meinuat nama, NIP, pangkat 
/ golongan, jabatan dan alamat)I 

2. . 1 •••••••••••• , selanjutnya disebut 
Pihak Kedua, telah melaksanakk.n 

3 J . 
1 

PROVINSI SULAWESI 1fENGGARA 
WAL! KOTA BAllJBAU 

I 
BERITA ACARA 

NOMOR: J.. . 
I Pada hari ini, , tanggal , bulan , tahun , kami 

masing-rnasing: 

4. Berita Acara 

32 



Nam.a 

Wali Kota Baubau, 

Baubau, Tanggal . 

Surat Kuasa ini dibuat untu dipergunakan sebagaimana 
mes tiny a. 

nama 
NIP 
pangkat/ golongan 
jabatan 
dan seterusnya 

dengan ini menerangkan bahwa: 

Wali Kota · aubau 
nama 
jabatan 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

SURAT KET RANGAN 
NOMOR . 

PROVINSI SULAW SI TENGGARA 
WALI KOTA AUBAU 

· ... 

5. Surat Keterangan 

33 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Pengirim 
Nama Jabatan .. 

Keterangan 

Nomor telepon . 
I 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NI,P 

Diterima tanggal . 
Penerima 
Nama Jabatan, 

No. Banyaknya Naskah Dinas/ 
Barang yang Dikirimkan 

SURAT PEN 11ANTAR 
NOMOR: . 

I Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

di 

Yth. 

KOP NASKA H DIN AS 
PERANGKAT DAERAH 

' 

• 
34 

6. Surat Pengantar 



Nama 

Wali Kota Baubau, 

IJiteta..IJ!{an cii . 
pada tanggal . 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.............................................. I. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I· . 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~- -~ I 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

I 

WALI KOTA BAUBAU 

I 
PENGUMUMAN 

I 
NOMOR: J. . TENT4G 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·r.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

7. Pengumuman 

' -- 
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I 
' 

36 

8. Laporan 

I. KOP NASKAH DINAS 
PERANGKATIDAERAH 

UPOt 
TENTA G 

...................................................... 

I 
I 

A. Pendahuluan I 
I 

I 
1. Umum/Iatar belakang I 
2. Landasan Hukum 
3. Maksud dan Tujuan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan : 

C. Basil yang dicapai 

D. Kesimpulan dan Saran 

E. Penutup 
I 
I 

I 

Dibuat di .................... 
I Pada tanggal ............... I 
I 

Nama Jabatan, 

I 

I 
' 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

I 
! 

' 
i 

I \... _., 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nama Jabatan, 

VI. Saran 

V. Kesimpulan 

IV. Analisis 

I~I. Fakta-Fakta yang mempengaruhi 
I 

II. Praanggapan 

I. Persoalan 

Yth. 
Dari 
Tanggal 
Nomor 
Lampiran 
Hal 

I 
'FELAAHAN STAF 

I 

I 
I 

. I • 1 . 
'. 1 . 
: 1 .. 
: i . 
; .:: :::::::::::::::: :::::: ::::::1::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::: ::: :::::: 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGlf-AT DAERAH 

9. Telaahan Staf 

37 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Pimpinan Sidang/Rapat 
Nama Jabatan, 

: 1 . 

: ::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• I ..................... j . 

I 
I : ····················i················································· 

: ; : - _. _._. _._. _._._._._._. _. _._. _._.r_. _. _._._. _. _._. _. _._ . .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- _._. _. _. _._._. _. _. _. _. _. _._. _._._. _. _._. _. 

2. dan seterusnya. 

NOTUL 
I 
I 

: l . 
I 

Peserta sidang/ rapat 

Ketua 
Sekretaris 
Pencatat 

Pimpinan Sidang/ Rapat 

I 
Sidang/Rapat 
Hari/Tanggal 

Surat Undangan 
Waktu Sidang/Rapat 
Acara 

2. dan seterusnya. 
Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikah dengan kondisi kegiatan 
sidang/rapat) J. . 

KOP NASKAijI DINAS 
PERANGKAT PAERAH 

I~ 

~ 

38 

10. Notula 



I Tembusan: 
I 

Wali Kota Baubau di Baubau; 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

N ama Jabatan, 

: r . 

: i . : [ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tern pat 
A car a 

Yth. Inspektur Daerah 
KotaBaubau 
di 
Tern pat 

: U ndangan Sosialisasi .... 

I 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

T~mpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NAJKAH DINAS 
PERANGMAT DAERAH 

I 

11. Surat Undangan 
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.r- 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pangkat/ Golongan 
Jabatan : J . 
Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor Tahun 
.. .. .. .. .. .. . ten tang , terhitu g....... . .. .. . .. . .. . . . .. . telah nyata 
menjalankan tugas sebagai l di . 

Demikian surat pemyataan melaksanakan tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 
negeri sipil dan apabila dikemudian h~ isi surat pemyataan ini temyata 
tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. I 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun r .Jabatan, 

NJma 
I 

Pangkat/ Golongan 
I 

NIP 
I 
I 

. . . Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan ; : : :::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::: ini menyatakan ~~~·~:·~~~~t~~~~-~:~~; . 
Nama : l . 
NIP . 

yang bertanda tangan dibawah ini: 

SURAT PERNY ATAAN MEJLAKSANAKAN TUG AS 
I 

NOMOR l . 

•
. •. KOP NASKAL DINAS 

PERANGKATrnAERAH 
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12. Surat Pemyataan Melaksanak~lm Togas 



Nama 

Wali Kota Baubau, 

Demikian untuk I dilaksanakan dan menjadi 
perhatian sepenuhnya. I 

I 
I 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di 
K81:tor ·························!······················, pada: 
han : . 
tanggal : .I. . 

I pukul : 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tempat : [ . 

menghadap J 

kepada . 
alamat : . 
untuk =r,':': - ·.·.-.·.·.-.-.r.·.·.-.-.·.-.-.- ·. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
I 

di 

Yth . 

: Panggilan 

I 

• PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
I 

WALI KOTA BAUBAU 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

13. Surat Panggilan 
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Nama 

Wali Kota Baubau, 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

I 

................................... l . 

................................... ! . 

b. ••••••••••••••••••••••••••"••l••••••••"••••••••••••••ooo,.,,,,.,.,o, ••• 

.............................. l. . 
I 

MEMBER! !Zlr 

···································r················ . 
..................•................ f . 

a , . 

TENTA!NG 
.............................. .I. . 

NOMOR . 

I 
~ 

~ 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

WALi KOTA 18AUBAU 

SURATIIZIN 

Alamat 
Untuk 

, Kepada 
Nama 
Jabatan 

Dasar 

Contoh Format Surat Izin yang ritandatangani oleh Kepala 
Daerah 
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Surat Izin 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

N ama J abatan , 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .· .r .· .· .· ·. ·. ·. ·. ·.::: : : : : : : · · .· ·. ·. ·. ·. ·. : : : : : : : : 
................................................................................. 
............................................................................. 

MEMBER! IZIN: 

b .. 
a.····························· . 

c. dan seterusnya 

I NO:::.~r~ ..... 
TENT JG 

.................................. l . 

! 
KOP NASKf}H DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
I 

Jabatan 
Alamat 
Untuk 

Kepada 
Nama 

Dasar 

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah 
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Nama 

Sekretaris Daerah , 

. ~-i-~~~.:.~:.~~=-~~~baran daer 
Nomor Tahun . 
Seri . 
Tanggal .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J . 
I 

...................................................... J . 

TENTANG 
................................. .1. . 

PER~~~~~~-T~RAH 

Nomor: . 

Nomor Seri I · Nomor Tahun . 

LEMBARAN DAERAH 

I 

I 
KOP NAS~H DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
I 

15. Lembaran Daerah 
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Nama 

Sekretaris Daerah , 

Tanggal .. 

Diundangkan dalam lembaran daerah . 
, Nomor Tahun .. 

Seri . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

...................................................... T . 

I BERITA DAEiH . 

Nomor Tahun I Seri Nomor . 
I 

PERATURAN KEPALA DAERAH /iffiPUTUSAN KEPALA DAERAH ... 
Nomor: J .. 

TENTANl 
.................................. 1 .. 

~ KOP NAS~H DINAS 'W' PERANG~rJ' DAERAH 

16. Berita Daerah 
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Tern pat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
Wali Kota Baubau, 

Untuk 

a. Dasar · b. Menimbang : j . 
. i . 

Wali Kota Baubau, memberikan reJomendasi kepada: 
a. N ama/ Obyek : !.. .. 
b. Jabatan/Tempat/Identitas : j .. 

I 

I ...................................................... r . 
...................................................... r············· . 
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya 

I 

• I PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
WALI KOTA BAUBAU 

I REKOMENDASI . 
I NOMOR . 

1 7. Rekomendasi 
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Kode Terima Kirim Lintas Operator 
No. 

I 
W aktu Lalu Paraf 

.............................................. TIK KMA 
I 

i ........................... 1 . 
........................... 

1 

TTKKMA 
DUMTIKHBS 

I 
I Tanggal waktu pembuatan . 

' I 

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.~. 
I ........................................................ 1 . 

........................................................ TTK DUA 
:AAA TIK 
i 
I 

SEGERA 

.................................... .1 . 
I : : : :: : :: : :: ::: : : : : : : : :: : :: : : :: :: : :: : r. ::: : : : :: : : ::: :: : :: : : : 

JENIS Nf)MOR DERAJAT 

Registrasi No . 

PROVINS! SULAWESI 'Ji'ENGGARA 
WALi KOTA BAUBAU 

I 
I 

FORMULIR BERITA 
I 
I 

Pengirim 
Nama 
Tanda tangan 

CCCTTK 

BBB TTK 

Nomor 

KLASIFIKASI 

DARI 

UNTUK 

TEMBUSAN 

PANGGILAN 

18. Radiogram 
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Nama 

·, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan -Tahun---- - --- _,, _ 
Wali Kata Baubau, 

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kota Baubau yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Kota Baubau di dari tanggal sampai dengan yang meliputi 

LULUS 

: I . 
:000000000/0000 
. . I . 

. . . Nama 
Tempat/Tanggal lahir 
NIP/NRP 
Pangkat/ Go!. Ruang 
Jabatan 
Instansi 
Kualifikasi 

Pas foto 4 x 6 

------- -- 

Wali Kota Baubau Berdasarkan , dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa 

N omor . 

WALI KOTA BAUBAU 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) 



Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

-- ------ ----·---- 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
Kepala , 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) Khusus 

···················································································································································· 
I•• e ••et t • t t t t t t I I••• t • t t It I I I It I I I I I I I I I I I I I I I I I I It I I I It I I I I I It I I I I I I I I• I I I I I• I•• I•• t • • • 1 • • • • • • t • 1 t t t t t t I e 1 1 1 1 1 t • • 1 • •, 1 1 1 1 1 •,,, 1 1 ••I I I I It I I It I I I I I I 

(ditentukan Badan Diklat) . Umum 

TEMA 

AGENDA PEMBELAJARAN 

Bagian Belakang STIPP 
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Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun W1 Kata Baubau, 

I 

I 
Narha 

I 

I 1- ... " .. ·---·-,o#i-.~-~~~· ~· --=· ... 

i. h 
ti . 

Sebagai/ Atas partisipasinyf dalam . . . . . . yang di 
selenggarakan oleh dari tanggal s.d bertempat 
di . 

Instansi 

NIP I 
I 
I 

ii 
I 
' I 

I 

Nama 

SERTI 
Nomor: • . 

i 
WALI KOTA AUBAU 

Diberikan kepada 

1 
20. Sertifikat 
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Nama 

Temps t, Tanggal, Bulan dan Tahun 
Wali f ota Baubau, 

.......................................................... " . 

Instansi 
Jabatan 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
WALi KOTA 1AUBAU 

PIAGAM PENGHALGAAN 
NO MOR: f'" 

;:;ota Baubau Deng:~.i-~--~~~+~~~-~~~~:~-=-~~~~-d~.: 
Tempat/Tanggal lahir : ~ . 
NIP/NRP ................•............................................. 

21. Piagam 
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I 

Jalan Raya Palagimata Nomor .... , Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 
Telepon (0402) 2821425 Fax. (0402) 2821425, Laman www.baubaukota.go.id 

I 

WI 
KOTABAUBAU 

I 
Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatkngani atas nama Kepala Daerah 

I 

I 
I I 

Jalan Raya Palagimata Nomor .... , Lipu, Betoamrari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 
Telepon (0402) 2821425 Fax. (0402) 2821425 Laman www.baubaukota.go.id 

WAKIL WALi KOTA BAUBAU 

I 

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandat'angani oleh Wakil Kepala Daerah 
I 

Jalan Raya Palagimata Nomor .... , Lipu, Betoarnbari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 
Telepon (0402) 2821425 Fax. (0402) 2821425~ Laman www.baubaukota.go.id 

W I 
! 
I 

WALi KOTA BAUIBAU 

II. Kop 
A. i Kop Naskah Dinasjabatan 

Coritoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepa a Daerah 
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PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

I 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 
Jalan Bakti Abri Nomor, Bukit Wolio Inda~, Wol~o. Baubau, Sulawesi_Tenggara 93717 

Telp. (0402) Pas-el: d1dlh@baubaukota.go.1d 

PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
KECAMA1AN WOLIO 

KELURAH~N BATULO 
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19C, Wolio, Baubau, Sulawesi Tenggara 93717 

Telp. (0402) Pos-el:wblio.kecamatan@baubaukota.go.id 

PEMERINTAH fOTA BAUBAU 
KECAMATAN MURHUM 

Jalan DR. Wahidin Nomor .... , Murhu+ Baubau, Sulawesi Tenggara 9~713 
Telp. (0402) Pos-et: murh1um.kecamatan@baubaukota.go.1d 

PEMERINTAIH KOTA BAUBAU 
DINAS PEKERJAAN UMOM DAN PENATAAN RUANG 

Jalan Dayanu lkhsanuddin Nomor 1, Be~oambari, Baubau, Sulawesi Tenggara 93721 
Telp. (0402) 2824536 P6s-el: pupr@baubaukota.go.id 

I 

PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Raya Palagimata Nomor ... , Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara 93721 
Telp. (0402) 2821425 Fax. (0402) 2821J425 Pos-el: setdabuw@baubaukota.go.id 

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daer I 
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• 
I •-------------------- ... ------ Lo,:,:,D.'111:1Tih 
: 

1----------------------------• 
Nnm..'l Kc!ur:di.111 

• - - - - - -- -- --. ... - - • • - - -- - - • -- • • ---- !'iiilltlil Ktec'nu.t.. .. n 

I 

Contoh Stempel Perangkat Daerah j 

I 
I I 
I I 
I I •-----------~ LogoDaemh 
I 1- - - - - - - - - - - _.., N!Ullll.PerangJCMDaerah 
I 
• - - - -- - - - - - - - -• N!Ulla.Pemerin!AhDaemh 

4cm 3.Scm 2.7cm 

i- - - -- - - •PemerintabDaerahProvinsi/Kabupaten/Kota 
I 

2. Bentuk/ukuran stempel Perangkat Daerah 

Contoh stempel j abatan Kepala D erah 

: :._~~~~~~~~~~~--' 
I •----------- ... IAmbanglS",eg""' 
I 
- - - - - - - - - - - - -• Nruna Pemerint.ah Da.emh 

2,7 cm 3.8 cm 4 cm. 

III. 

I 

SteLpel N askah Dinas 
I 
I 
I 

1. I Bentuk/ukuran stempeljabatan Kepala Daerah 
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RA HA SIA SANGAT RAHASIA 

4. Stempel Pengamanan Nas ah Dinas. 

- - ..... Logo Daemh 
- - _. Na.ma urro 
- - -+ Nauut. Pernu&,kat Daeornh 

2.7 cm 3.8 cm 4 cm 

Contoh sternpel sekolah 

. 
I I 1----------------------- 1 • : I--------------------.--- 
1 -------------------------- 

.------- .. NmnA Pernerin · h Deeeah ·KBbt1pUc11/Kotl\ 

Contoh stempel unit pelak ana teknis daerah dan 
badan layanan um.urn daerah 

3. Bentuk/ukuran stempel UPrD, BL D dan sekolah 
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B. Bentuk dan penulisan Amplop N skah Dinas Perangkat Daerah 
I 

JahJ1a. 

Kepad~ 
Vth. Menten Dalam Nege~ 

di· 

Nomor: 000(000/000 

skah Dinas Jabatan Kepala 

WAU KOTA BAUBAU 
Jalan Raya Palaglmata Nomor ..•• , Upu, Betoambart, Saubau, Sula'M;sj Tenggara. 

Telepon (0402] 21321425 Fa:<. (0402) 2821425, laman www.baubaukota.go.id 

Am plop 

1. Bentuk dan penulisan Amplop N 
I Daerah 

IV. 
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BAGIAN ORGANISASI 

PEMERINTAH KOTABAUBAU 
6EKRETARIS DAERAH 

~ 
Will 

,..._..,.~.,--.u..~-..ui..:s.t..•l .... ,..., 
-r...,..,OC2JX:U'JS,KID'm>lrK'S.~--l'I• 

3) Bentuk dan susunan map Nas ah Dinas Perangkat Daerah. 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I •----------------------------------------- 

MOHON TANDA TANGAN 

PEMERINTAH KOTA BAUBA 
SEKRETARIS DAERAH 

----·--------------------------·-------·-- - . -- . . . . . . . . . . . ' . ' . . 

. 
----··· ·-------·--------. -----·--·-··- l 

2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpman 
I Perangkat Daerahj'setara jabatan pimpinan tinggi. 

WALIKOTA 

,: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Dinas jabatan Kepala Daerah 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

l I '------------------··--·----~-·-----------· 

l 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

WALIKOTA 

w ·-· 

rap 
1i) Bentuk dan susunan map Nas 

i 

v. 
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I 
JENIS NASK.AH DINAS YANG DAPAT 

I DITANDATANGANI JABATAN 

a. peraturah daerah; 
b. peraturan bupati/wali kota; 
c. keputusan bupati/wali kota; 
d. instruksf; 
e. surat edaran; 
f. surat dirias; 
g. surat keterangan; 
h .. , 

. surat lZ!f.; .. 
i. surat peµ,anJ1an; 
J. surat perintah; 
k. surat tugas; 
1. surat kuasa; 
m. surat undangan; 

I n. surat pemyataan melaksanakan tugas; 
o. surat pahggilan; 

·I p. nota dinas; 
I 

q. lembar disposisi; 
r. pengumuman; 
s. laporan; \ 
t. rek~me9dasi; 
u. radiogram; 

b . I 

:. r:::t~cara; 
x. piagam; 
y. sertifika ; dan 
z. surat t da tamat pendidikan dan pelatihan. 

WALI KOTA 

I 
Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan 
i. Kewenangan penandatangananl Naskah Dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Baubau dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
I 

. 
-1 

' PARAF KOORD~NASI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

I 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRA~AMA 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRAT~ 

Dst 

Paraf Koordinasi Contoh Paraf Klardinasi: 
I 

2. 
i 
' 
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Paraf Hierarki. Contoh Paraf Hier arki: 

PARAF HIERA RKI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRAT,j\MA 

KABAG / ADMINISTRATOR/ JF 

KASUBAG/PENGAWAS/ JF I 
I 

PELAKSANA I 
I 

VIL 

I 
VI. Paraf 

1. 
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JABATAN DALAMJ, \BATAN ATAS NAMA 
WALI KOTA 

a. surat dinas; a. surat edaran; 
b. surat ketr.rangan; b. surat dinas; 
c. surat ?~tp1tah; c. surat keterangan; 
d. surat izm; d. surat perintah; 

1. tah surat izin; e. surat pery.n ; e. 
f. surat tugas; f. surat perintah; 

I surat tugas; g. surat pernyataan g. 
WAKIL melaksjakan tugas; h. surat pemyataan 

WALI KOTA h. nota din s; melaksanakan tugas; 
I 

i. lembar dtsposisi; i. nota dinas; 
J. laporan; J. lembar disposisi; 
k. rekomendasi; dan k. pengumuman; 
1. memo. 1. radiogram; 

m. berita acara; 
n. piagam; dan 
o. sertifikat. 

JABATAN DALAM J~ATAN 
ATAS NAMA 
WALI KOTA 

a. surat dinas; a. keputusan; 
b. surat keterangan; b. surat edaran; 
c. surat izirl; c. surat dinas; 
d. surat pe~ntah; d. surat keterangan; 
e. surat tu9~s; .. e. surat izin; 
f. surat perjanjian; f. surat perintah; 
g. surat perjalanan g. surat tugas; 

dinas; 1 h. surat perjanjian; 
h. surat ku sa; 1. surat undangan; 
1. surat undangan; j. surat pemyataan 
j. I melaksanakan tugas; surat perp-yataan 

melaksanakan tugas; k. surat panggilan; 
SEKRETARIS k. surat pai}ggilan; I. nota dinas; 

DAE RAH 1. nota dinas; m. pengumuman; 
m. Iembar isposisi; n. radiogram; 
n. telaahan staf; 0. berita acara; 
o. pengum man; p. piagam; 
p. laporan; q. sertifikat; dan 
q. rekornendasi; r. surat tanda tamat 

I pendidikan dan r. surat pengantar; 
I s. lembar~ daerah; pelatihan. 

t. berita da rah; 
u. berita acra; 
v. notula; 
w. memo; \ 
x. daftar hadir; dan 
y. sertifikatl 

,' 



JABATAN DALAM JABATANI ATAS NAMA KETERANGAN WALI KOTA I 
a. surat dinas; [ a. keputusan; -Kepala 
b. surat I b. surat edaran; Perangkat 

keterangan; c. surat dinas; Daerah atas 
c. surat perintahj d. surat nama Wali 
d. surat izin; ! e. keterangan; Kota 
e. surat f. surat perintah; menanda 

perjanjian; g. surat undangan; tangani 
f. surat tugas; h. sertifikat; dan Naskah Dinas 
g. surat i. pengumuman. dalam bentuk 

perjalanan I susunan 
dinas; produk 

KEPALA h. surat kuasa; I hukum 
PERANGKAT 1. surat I Keputusan 

' DAERAH undangan; I Wali kota 
J. surat i berupa 

pernyataan I pen eta pan 
melaksanakani dan 
tugas; pengaturan 

k. surat i teknis 
panggilan; operasional 

I. nota dinas; substansi 
m. nota instansi; 
n. pengajuan I - Penandatanga 

konsep . nan Naskah 
0. naskah dinas; I Dinas oleh 
p. lembar Kepala 

disposisi; ! Perangkat 
q. telaahan staf; 1 Daerah atas 
r. pengumumanj nama Wali 
s. laporan; kota berupa 
t. rekomendasi; surat edaran 
u. berita acara; hanya terkait 
v. memo; pengaturan 
w. daftar hadir; teknis 

dan operasional 
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JABATAN DALAMJ, I\BATAN ATAS NAMA 
SEKRETARIS DAERAH 

a. nota dinas; a. surat dinas; 
I 

surat keterangan; b. lembar disposisi; b. 
c. telaahan j8taf; c. surat perintah; 
d. laporan; d. surat tugas; 

AS I STEN e. surat pe gantar; e. surat perjalanan 
I 

f. notula; dan dinas; 
I 

g. memo. I f. surat undangan; 
I g. surat panggilan; I 
I 

h. nota dinas; 
i. laporan; 

I j. surat pengantar; dan I 
I k. daftar hadir. 



I ATAS NAMA JABATAN DALAM 1ABATAN SEKRETARIS DAERAH 
a. surat dinis; a. surat dinas 
b. a.surat keterangan; b. surat keterangan 
c. surat perintah; c. surat perintah 
d. surat izin] d. surat undangan 
e. surat perjanjian; e. sertifikat; dan 
f. I f. surat tugas; pengumuman 

J g. surat perj alanan 
KEPALA BAGIAN dinas; I 

PADA h. surat kuasa; 
I 

SEKRETARIAT 1. surat unqangan; 
DAE RAH j. surat pemyataan 

melaksan1akan tugas; 
k. lggil surat pan an; 
1. nota dina1s; 
m. lembar disposisi; 
n. telaahan rtaf; 
0. pengumuman; 
p. laporan; 
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x. sertifikat. substansi 
instansi; 

- Untuk Setwan 
dapat 

I menanda 
I tangani 
I semua 

naskah dinas 
sesuai dengan 
kewenangan 
Kepala 

I 
Perangkat 
Daerah I 

I kecuali I 

I sertifikat; 
-Khusus 

untuk Kepala 
Perangkat 
Daerahyang 
membidangi 
urusan 
pendidikan 
dan pelatihan 
juga dapat 
menandatang 
ani 
radiogram, 
piagam, surat 
tanda tamat 
pendidikan 

I dan pelatihan I 
I 
I atas nama I 

I Wali Kota. 



JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN WALi KOTA 
a. surat dinas; a. Keputusan; a. Keputusan; 
b. surat I dan dan 
c. keterangan; b. Surat edaran. b. Surat edaran. 
d. surat 

CAMAT perintah; 
e. surat izin; 
f. surat 
g. perjanjian; 
h. surat tugas; I 

ATAS NAMA 
JABATAN DALAM KEPALA KETERANGAN JABATAN PERANGKAT 

DAE RAH 
a. surat a. surat dinas; Penandatanganan 
b. perintah; b. surat surat dinas untuk 
c. nota dinas; keterangan; komunikasi 

KEPALA d. lembar c. surat perintah; ekstemal 
BID ANG e. disposisi; d.1 nota dinas; diutamakan untuk 

f. telaahan staf; dan dilakukan oleh 
g. laporan; dan e. I daftar hadir. Sekretaris 
h. daftar hadir. Perangkat Daerah. 
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q. rekomend~si; 
r. berita acara; 
s. memo; t 
t. daftar hadi' ; dan 
u. sertifikat. I 

JABATAN DALAM JrATAN ATAS NAMA KEPALA 
DINAS /BADAN 

a. surat dinas; a. surat d.inas; 
b. . fh b. surat surat perm ; 
c. surat tugas; c. keterangan; 

I 

d. surat perjalanan dinas; d. surat 
I perintah; e. surat kuasa; e. 
I 

f. surat undangan; f. nota dinas; 
KEPALA UNIT g. surat pemyataan g. berita acara; 
PELAKSANA melaksanakan tugas; h. daftar hadir; 

TEKNIS DINAS h. I ·1 i. instruksi; dan surat panggi an; 
1. nota dinas;I J. surat edaran. 
j. lembar disposisi; 
k. I 

,,---.., telaahan staf; 
1. pengumuman; 
m. laporan; I 
n. rekomendasi; 

b . I o. enta acara; 
I p. memo; danl 

q. daftar hadi . 



I 

JABATAN DAL~ JABATAN ATAS NAMA 
CAMAT 

' 

a. notadjas· a. surat dinas; 
b. telaah sW'; dan b. surat 
c. laporan. c. keterangan; 

I d. surat 
LU RAH I e. perintah; 

I f. surat 
I g. undangan;dan ' I h. surat I 
I 1. panggilan. 

JABATAN DALAM JABATAN 
a. nota dinas; 

PELAKSANA b. I telaahan staf; dan 
I c. Iaporan. 

JABATAN DALMJ JABATAN KEPALA BAGIAN/ 
I BID ANG 

KEPALA a. nota dir as; a. surat perintah; 
SUBBAGIAN/ b. telaahar staf; dan b. nota dinas; dan 

KEPALA c. Iaporan c. daftar hadir. 
SUBBIDANG/ 

KEPALA SEKSI 
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i. surat 
j. perjalanan 

dinas; 
k. surat kuasa; 
1. surat 

undangan; 
m. surat 

pernyataan 
melaksanaka 
n tugas; I 

I 

n. surat 
I 

0. panggilan; I 

p. nota dinas; 
q. lembar 
r. disposisi; 
s. telaahan staf; 
t. pengumuman . 

' I u. laporan; I v. rekomendasi; 
w. berita acara; 
x. memo; dan 
v. daftar hadir. 

' / 



Ternbusan: 
l ,.1. Wali Kota Baubau di Baubau; 
1 

2. Sekretaris Daerah di Baubau. 

Nama 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

a.n. Sekretaris Daerah, 
Asisten , 

1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
l. . 

. ................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' . 

hari/ tanggal 
waktu 
tern pat 
acara 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................................................................. 

di 

Yth . 

: Undangan 

. . . 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
tfal 

> 

T mpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NAS DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

2. 
I 

Pelimpahan Kewenangan 
a. Contoh Penggunaan Atas N,a (a.n.) 
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--, 



Nama 

(tanda tangan) 

Contoh Pengunaan Pelaksanl Harian (Plh.) 

a. Plh. Sekretaris Daerah I 

Plh. Sekretaris DaerJ, 
I 

' 

d. 

' I 
Nama I 

' Pangkat Golonganj 
NIP. I 

(tanda tangan) 

b. Pit. Jabatan Pimpinan TiJggi 
. I Plt. Kepala Dinas/Badan .... , 

! 
I 

Nama 

(tanda tangan) 

I c. Contoh Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.) 
a. Plt. Kepala Daerah I 

I 

Plt. Wali Kota Baubau] 

Nama 
I Pangkat Golongan 

NIP. i 

( tanda tangan) 

b. Contoh Penggunaan Untuk Bjeliau (u.b.) 
I 

a.n. Sekretaris Daerali 
Asisten .... , II 

u.b. 
Kepala Bagian Organisasi, 

I 
I 
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LA ODE AHMAD MONIANSE 

WALi KOTAB 

Nama 

(tanda tangan) 

Pjs. Wali Kota Baubau, 

Nama 

(tanda tangan) 

Pj. Sekretaris Daerah, 

Nama 

(tanda tangan) 

Pj. Wali Kota Baubau, 

Nama 
Pangkat Golongar 
NIP. 

(tanda tangan) 

Plh. Kepala Dinaa/Bad an .... , 
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d. Penggunaan Penjabat Senentara (Pjs.) 

c. Penggunaan Penjabat (Pj.) 

b. Plh. Jabatan Pimpinan Ti1 J.ggi 


